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Abstract: The article describes the implementation of special autonomy policies in Papua 
Province, manages special autonomy funds by creating a Village Development Strategic 
Plan, the Village Strategic Development Plan Program, and other programs to advince the 
develop-ment in Mimika Regency of Papua Province. The purpose of this study is to 
analyze and understand the procedures for managing Otsus funds. The method used 
qualitatively by digging, interpreting, describing, analyzing and menginter-pretasikan 
various forms of funds management procedures Otsus Papua. The results showed that the 
management of Otsus Papua fund found weak institutional, low public participation and 
not yet effective, the fund always increased. During the process of realizing the budget/fund 
of special autonomy there is no deviation for the purpose. But the people of Sorong City 
said that the special autonomy budgets/funds that came from the central government are 
still less than those that exist or encourage people to implement development in this area. 
Thefore, the openness management, honest and also involve the communities for regional 
development programs preparation 
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Abstrak: Artikel ini mendeskripsikan implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di 
Provinsi Papua, melalui pengelolaan dana Otsus dengan membuat Rencana Strategis 
Pembangunan Kampung (RESPEK), Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung 
(PROSPEK), dan program-program yang lain dalam rangka untuk melancarkan dan 
memajukan pembangunan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Tujuan penelitian ini 
menganalisis dan memahami tata cara pengelolaan dana Otsus. Metode yang digunakan 
kualitatif dengan cara menggali, memaknai, mendeskripsikan, menganalisis dan menginter-
pretasikan berbagai bentuk tata cara pengelolaan dana Otsus Papua. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa pengelolaan dana Otsus Papua ditemukan lemahnya kelembagaan, 
rendahnya partisipasi masyarakat dan belum efektif, dana senantiasa mengalami 
peningkatan. Selama proses merealisasian dana Otsus tidak ditemukan penyimpangan 
dalam penggunaannya. Namun masyarakat Kota Sorong meyatakan bahwa dana Otsus 
dirasakan masih kurang jika dibandingkan dengan banyaknya tuntutan atau keinginan 
masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di daerah ini. Karena itu pengelolaan dana 
ini harus transparan, jujur dan juga melibatkan masyarakat dalam penyusunan program-
program pembangunan daerah. 
 
Kata Kunci: implementasi, pengelolaan dana otonomi khusus, partisipasi masyarakat 
pembangunan kampung. 
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PENDAHULUAN 
Momentum reformasi di Indonesia memberi peluang bagi timbulnya pemikiran dan 
kesadaran baru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia dalam 
menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Sehubungan dengan itu, 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 1999 dan 2000 
menetapkan perlunya pemberian status Otonomi Khusus kepada Provinsi Irian Jaya 
(sekarang Provinsi Papua). Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam 
rangka membangun kepercayaan rakyat kepada pemerintah, sekaligus merupakan langkah 
strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh bagi berbagai upaya yang perlu 
dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua (Kum, 2012: 3). 
Berkaitan dengan itu, maka pada tahun 2001, pemerintah pusat mengesahkan 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 
Lahirnya otonomi khusus bagi Papua tersebut dilatarbelakangi oleh faktor belum 
berhasilnya pemerintah dalam memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan pengakuan 
terhadap hak-hak dasar rakyat Papua. Kondisi masyarakat Papua dalam bidang pendidikan, 
ekonomi, kebudayaan dan sosial politik masih memprihatinkan. Malahan, sebagian di 
antara mereka masih hidup seperti di zaman batu. Selain itu, persoalan-persoalan mendasar 
seperti pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) dan pengingkaran terhadap hak 
kesejahteraan rakyat Papua masih belum dapat diselesaikan secara adil dan bermartabat 
(Kum, 2012:3). 
Dalam Pasal 1 angka 1 UU  No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 
Provinsi Papua menyatakan bahwa otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang 
diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar 
masyarakat Papua. Otonomi khusus untuk Papua yang bertujuan mengurangi kesenjangan 
antara Provinsi Papua dan Provinsi-Provinsi lain di Indonesia, meningkatkan taraf hidup 
masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, 
diyakini oleh sebagian besar masyarakat lebih mengedepankan unsur politis yang bersifat 
populis daripada upaya kemajuan Papua. Selain itu, otonomi khusus yang pada dasarnya 
bertujuan untuk membantu Papua keluar dari ketertinggalan ekonomi, memiliki banyak 
kelemahan dari segi implementasi. 
Dana otonomi khusus Papua dialokasikan untuk membiayai kegiatan Provinsi dan 
dialokasikan kepada Kabupaten/Kota. Otonomi khusus Papua terletak pada Provinsi, 
selanjutnya Provinsi melakukan pendistribusian pada Kabupaten/Kota (Trijono, 2013: 137). 
Adapun dana tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang 
besarnya ditetapkan berdasarkan usulan Provinsi, terutama ditujukan untuk pembiayaan 
pembangunan infrastruktur. Dana tersebut dimaksudkan agar sekurang-kurangnya dalam 25 
tahun seluruh kota-kota Provinsi, Kabupaten/Kota, Distrik atau pusat-pusat penduduk 
lainnya terhubungkan dengan transportasi darat, laut atau udara yang berkualitas, sehingga 
Provinsi Papua dapat melakukan aktivitas ekonominya secara baik dan menguntungkan 
sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dan global (Salosa dan Maryunani, 2013: 
170-171). 
 
Teori Model Implementasi Kebijakan  
Menurut Edwards III (1980 dalam Mutiarin dan Zaenudin, 2014: 39-40), studi 
implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik termasuk di dalamnya 
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kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara 
pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang 
dipengaruhinya. Dalam bukunya yang berjudul Implementing Public Policy, Edward 
mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat empat faktor atau variabel kritis dalam 
implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap kecen-
derungan) dan struktur birokrasi. 
Pertama, komunikasi. Agar implementasi dapat efektif penanggungjawab 
implementasi sebuah keputusan harus mengetahui apa yang mesti dilakukan. Dalam 
mengimplementasikan kebijakan, perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus 
ditransmisikan kepada personal yang tepat dan perintah harus jelas, akurat dan konsisten 
(Mutiarin dan Zaenudin, 2014: 38). Terkait dengan implementasi kebijakan otonomi khusus 
(otsus) Papua secara formal atau secara tertulis indah, namun prakteknya dilapangan sangat 
sulit, komunikasi apa lagi koordinasi dan pengawasan, bahkan komunikasi antara atasan 
dengan bawahan pun kurang efektif lebih sangat sulit lagi jika pemimpin-pemempin 
berkomunikasi dengan masyarakat.  
Kedua, sumber daya. Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara efektif 
maka dibutuhkan sumber daya yang cukup. Implementasi kebijakan akan tidak efektif 
apabila para implementator kekurangan sumber daya yang penting untuk melaksanankan 
kebijakan (Mutiarin dan Zainudin, 2014: 40). Implementasi kebijakan otonomi khusus bagi 
Papua, terutama dalam hal penempatan pegewai negeri sipil di setiap instansi, 
penempatanya tidak sesuai dengan keahliannya atau penguasaan ilmunya, misalnya lulusan 
ilmu sosial penempatan di dinas tata kota, lulusan sekolah teologia penenmpatan di dinas 
pekerjaan umum dan lain-lain. Kemudian juga sebagai kepala sekolah SD eselon I di 
angkat sebagai kepala dinas pendidikan, orang-orang yang latar belakang pendidikan 
teologia di angkat sebagai pegawai negeri sipil atau dipilih sebagai Bupati, ketua DPRD 
dan jabatan-jabatan lain, sehingga sangat sulit untuk mengendalikan sistem pemerintahan, 
karena dengan latar belakang pendidikan seperti itu tentu tidak mengerti atau tidak paham 
sistem pemerintahannya. Inilah yang mengakibatkan untuk implementasi kebijakan 
otonomi khusus Papua tidak sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga masyarakat selalu 
mengatakan otonomi khusus gagal dan otonomi khusus mengembalikan ke pusat. 
Dalam pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) bagi Papua melalui Rencna 
Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK), Program Rencena Strategis Pembangunan 
Kampung (PROSPEK), Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD) dan juga Dana 
Stimulan, tidak di kelola secara baik terutama oleh kepala Kampung atau kepala Desa, 
karena kepala-kepala Kampung rata-rata putus sekolah dan juga tidak pernah sekolah, 
sehingga sangat sulit untuk mengelola dana yang cukup besar itu dan juga sulit untuk 
membuat program-program yang bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Kampung-
Kampung tersebut. 
Ketiga, disposisi (sikap kecenderungan). Jika para pelaksana bersikap baik terhadap 
suatu kebijakan tertentu, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan 
sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian juga 
sebaliknya, apabila tingkah laku-tingkah laku/sikap-sikap dan perspektif-perspektif 
implementator atau para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses 
pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit (Mutiarin dan Zaenudin, 2014: 41). 
Dalam menjalankan pembangunan di Papua sikap pembuat keputusan dengan 
pelaksana implementasi kebijakan otonomi khusus di Papua tidak selalu sama persepsi, 
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karena punya kepentingannya sendiri-sendiri akhirnya pembangu-nan hampir tidak berjalan 
lancar dan baik. Peneliti mengamati di Kabupaten Mimika proyek nasional untuk seluruh 
Indonesia, di Kabupaten Mimika awal tahun 2017 lalu sudah mulai pelaksanaan 
pembangunan pelebaran jalan, dan sempat berhenti kemudian akhir tahun 2017 mulai 
mengerjakan proyek pembangunan tersebut, padahal akhir tahun sudah saatnya untuk tutup 
buku. Dengan melihat kenyataan itu menganalisa bahwa ada indikasi penyelewengan dana 
pembangunan atau korupsi, sehingga pelaksana maupun implementator pembangunan tidak 
menyelesaikan dengan baik, karena dana pembangunan menggelapkan oleh orang-orang 
pemegang kendali. Oleh karena itu, sangat sulit menjalankan atau melancarkan 
pembangunan di daerah itu. 
Keempat, struktur birokrasi. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling 
sering bahkan keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau 
tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka 
memecahkan masalah-masalah social dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada 
dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi swasta yang lain 
bahkan di institusi-institusi pendidikan dan kadangkala suatu system birokrasi sengaja 
diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Dalam struktur ini ada dua sifat 
yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan frakmentasi (Winarno, 2012: 207-209). 
Di dalam implementasi kebijakan otonomi khusus terkait dengan pengelolaan dana melalui 
RESPEK, PROSPEK, Dana Desa dan juga program-program yang sudah dibuat sangat 
banyak dan pemerintahan kampung mengelola dana yang cukup besar 1 miliar sampai 
dengan 1 miliar lebih yang dikelola satu kampung/desa dalam satu tahun kemudian 
pencairnanya secara bertahap yaitu tahap I, tahap II dan tahap III  
Di atas kertas dan juga pernyataan-pernyataan resmi dari pemimpin-pemimpin 
daerah bahwa setelah kami berikan dana yang jumlah cukup besar kepada pemerintahan 
kampung atau masyarakat ini supaya dikelola dengan sebaik-baiknya, kemudian kami 
senantiasa melakukan pengontrolan dan pengawasan supaya mengelola dana-dana ini 
memanfaatkan sesuai dengan prioritas utama misalnya dalam bidang ekonnomi kerakyatan, 
kesehatan, pendidikan maupun infrastruktur kampung. Namun, pengamatan peneliti selama 
ini di Papua khususnya di Kabupaten Mimika tidak sesuai dengan apa yang ditulis di atas 
kertas dan di sampaikan secara lisan terutama dalam hal pengontrolan dan pengawasan 
tetapi hanya diberikan dana kemudian tidak ada pengontrolan dan pengawasan. Akibatnya 
pemerintahan kampung ataupun masyara-kat menjalankan maunya mereka sendiri, karena 
memang tidak ada pengontrolan dan pengawasan dari yang bersangkutan, sehingga sangat 
sulit untuk implementasi otonomi khusus di Papua secara baik. 
 
METODE PENELITIAN 
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah kami kemukakan, maka 
penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian tersebut, 
peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu berusaha mencari 
pemahaman makna berdasarkan fakta atau kenyataan yang terjadi di Provinsi Papua, 
berkaitan dengan implementasi otonomi khusus di tanah Papua kemudian dilakukan 
penelaahan agar diperoleh gambaran yang jelas dan sistematis dalam rangka mencari solusi 
atau jalan keluar untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Kemudian mempercepat 
pembangunan dan mereduksi setiap konflik berkepanjangan di tanah Papua. 
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Mengumpulkan datanya melalui dua sumber yakni sumber data primer maupun 
sumber data sekunder. Salah satu pendekatan pengumpulan data melalui sumber data 
primer adalah melakukan wawancara langsung dengan masyarakat asli Papua, berkaitan 
dengan pelaksanaan pengelolaan dana otonomi khusus Papua, berlangsung sejak tahun 
2002 sampai dengna tahun 2017. Sedangkan, data sekunder pengumpulannya tidak secara 
langsung, namun pengantara atau data yang sudah ada. Misalnya, hasil penelitian terdahulu, 
buku, laporan, artikel, jurnal, peraturan-peraturan resmi dari pemerintah dan lain 
sebagainya (Kum, 2015: 14). 
Dalam penulisan ini penulis berusaha mengumpulkan data dari beberapa teknis, di 
antaranya adalah melakukan wawancara dengan masyarakat asli Papua, dokumentasi 
maupun pengamatan atau observasi mengikuti siaran langsung dalam diskusi publik dengan 
tokoh-tokoh Papua, buku-buku kepustakaan, laporan-laporan, hasil-hasil penelitian 
terdahulu, pernyataan-pernyataan, undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), 
keputusan-keputusan, pengalaman-pengalaman baik dilihat, dengar, maupun merasakan, 
media cetak maupun elektronik, dan lain sebagainya yang terkait dengan pelaksanaan 
otonomi khusus dalam pengelolaan dana otonomi khusus melalui program RESPEK, 
PROSPEK, Dana Desa dan lain-lain di Provinsi Papua. 
Teknik analisa data, dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber 
dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan 
dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh (Sugyono, 2017: 87). Analisis data 
adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode 
atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan focus 
atau masalah yang ingin djawab. Beberapa jenis penelitian dalam analisa data sebagai 
berikut: (a) data yang dikumpulkan bersifat dalam lebih berupa pertanyaan-pertanyaan 
daripada angka-angka; (b) data yang dikumpulkan itu luas dan beraneka ragam; (c) dalam 
penganalisaan lebih social dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis; dan (d) prinsip 
penelitian adalah lebih membenamkan diri di dalam data kasus dan diinformasikan dengan 
analisis yang bersifat induktif. 
 
Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 
Sejak tahun 2004 berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pembagian 
Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus, pola pengalokasian berubah dengan porsi lebih 
besar diberikan pada Kabupaten/Kota sebesar 60%. Sementara Provinsi menerima sebesar 
40% dari dana otonomi khusus. Sejak tahun 2007, pola pengalokasian merujuk pada 
rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 1 Tahun 2007 tentang pembagian 
dan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, dengan 
pola yang sama, yakni Kabupaten/Kota sebesar 60% dan Provinsi sebesar 40%. Untuk 
Kabupaten/Kota ditetapkan lebih besar sebesar 60% mengingat implikasi dari otonomi 
daerah dan otonomi khusus Papua titik beratnya berada di Kabupaten/Kota (Abdullah, 
2016: Vol. 5 No. 9). 
Dana penerimaan khusus ditujukan untuk memperkuat kemampuan keuangan 
Pemerintah Provinsi Papua serta pemerintah Kabupaten dan Kota dalam rangka percepatan 
pembangunan dengan tujuan dan sasaran: 
1. mendukung pelaksanaan otonomi khusus Papua; 
2. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; 
3. meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat; dan 
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4. mengurangi kesenjangan pembangunan antar sektor, antar wilayah, serta antar 
desa-kota (Suparlan, dkk, 2014: 195). 
Program-program yang sudah di buat oleh pemerintah daerah Provinsi Papua, 
mulai dari program rencana strategis pembangunan kampung (Respek) maupun program 
rencana strategis pembangunan kelembagaan ekonomi kampung (Prospek). Melalui 
program Respek, pemerintah daerah Provinsi mengalokasikan dana sebesar Rp. 100, 
000.000; (100 juta) untuk satu kampung dalam satu tahun dan juga sebesar Rp. 
100,000.000; (100 juta) mengalokasikan dari pemerintah daerah Kabupaten, kemudian 
melalui Prospek atau lebih dikenal dengan Dana Desa (DD) dari Provinsi dan Kabupaten 
menyiapkan dana sebesar Rp. 1 miliar hingga 1 miliar lebih untuk satu kampung dalam satu 
tahun. Namun dana tersebut, dalam implementasinya tidak kena sasaran dan tidak 
transparan atau jelas pengelolaannya. 
Jumlah dana Otonomi Khusus dan dana tambahan infrastruktur yang telah 
diserahkan kepada Provinsi Papua tahun 2002-2017 sebesar Rp. 48, 500 trilyun dengan 
rincian sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini dari tahun ke tahun cenderung 
terdapat kenaikan dana otonomi khusus yang disalurkan kepada Provinsi Papua. 
Pengalokasian anggaran dana otonomi khusus dan tambahan dana infrastruktur 
setiap tahun pemerintah pusat transfer ke pemerintah Provinsi Papua, agar supaya dana 
tersebut bisa mengatur dan pengelolaannya secara baik kemudian memprioritaskan dimulai 
dari kebutuhan mendasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, pembangunan 
infrastruktur dan pembangunan-pembangunan lain yang bisa menjangkau masyarakat. 
Pemerintah pusat meng-irimkan atau mentransfer dana otonomi khusus dan dana tambahan 
infrastruktur setiap tahun untuk Provinsi Papua dan Papua Barat terus meningkat hingga 
saat ini. Sampai tahun 2017 ini dana sudah mentransfer dari pemerintah pusat sebesar Rp. 
5, 62 triliun. Dana tersebut, tujuannya untuk melancarkan seluruh pembangunan di Provinsi 
Papua (htt://www.scribd. com/doc/21465956/2013031073026-Evaluasi-Otsus-Papua-Dan-
Papua-Barat#). 
 
Tabel 1. Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahun 
2002-2017 untuk Provinsi Papua 
No Tahun Dana Otsus (dalam miliar RP) Infrastruktur (dalam miliar Rp) 
1 2002 1,380 - 
2 2003 1,539 - 
3 2004 1,643 - 
4 2005 1,775 - 
5 2006 2,913 536 
6 2007 3,296 750 
7 2008 3,590 330 
8 2009 2,610 1,470 
9 2010 2,695 800 
10 2011 3,157 800 
11 2012 3,833 571 
12 2013 4,355 571 
13 2014 4,777 2,000 
14 2015 4,940 2,250 
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15 2016 5,435 2,261 
16 2017 5,62 2,61 
 Total 48, 500 12,600 
Sumber: Ditjen Keuangan Daerah, Kemendagri Tahun 2012 dan RAPBN 2015-2016 
 
Berdasarkan data di atas, menunjukan bahwa dana otonomi khusus yang 
dianggarkan oleh pemrintah pusat untuk Provinsi Papua, kemudian digelontorkan tahun ke 
tahun, sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2017 ini terjadi fluktuasi, namun untuk tahun 
2017 ini meningkat sebesar 5,62 miliar baik dana otonomi khusus maupun dana tambahan 
infrastruktur. Dikatakan terjadi fluktuasi karena dapat dilihat pada tahun 2007 dan 2008 
terjadi peningkatan, sedangkan pada tahun 2009 dan 2010 terjadi penurunan, selanjutnya 
meningkat hingga tahun 2016 ini. Jumlah dana otonomi khusus mulai dari tahun 2002-
2017, sudah mencapai yakni sebesar 48,500 miliar. Untuk dana tambahan infrastruktur 
mengalokasikan mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, sudah mencapai yakni 
sebesar 3,872 miliar untuk Provinsi Papua. 
Pada kurun waktu 2002-2003, Provinsi menerima porsi dana otonomi khusus 
sebesar 60% sementara 40% sisanya dibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi 
Papua. Hal ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri RI Nomor 47/KM.07/2002 tanggal 
21 Februari 2002 tentang cara penyaluran dana otonomi khusus Provinsi Papua. Sejak 
tahun 2004 berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pembagian Penerimaan 
dalam rangka Otonomi Khusus, pola pengalokasian berubah dengan porsi lebih besar 
diberikan pada Kabupaten/Kota sebesar 60%. Sementara Provinsi menerima sebesar 40% 
dari dana otonomi khusus. Sejak tahun 2007, pola pengalokasian merujuk pada rancangan 
Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 1 Tahun 2007 tentang pembagian dan 
pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, dengan pola 
yang sama, yakni Kabupaten/Kota sebesar 60% dan Provinsi sebesar 40%. Untuk 
Kabupaten/Kota ditetapkan lebih besar sebesar 60% mengingat implikasi dari otonomi 
daerah dan Otonomi Khusus Papua titik beratnya berada di Kabupaten/Kota. Pola 
pengalokasian dana otonomi khusus dalam berbagai periode terangkum dalam tabel di 
bawah ini. 
 
Tabel 2. Pola Pengalokasian Dana Otsus di Provinsi Papua dan Papua Barat 
Periode 
Porsi 
Kabupaten/Kota 
Porsi 
Provinsi 
Dasar Hukum 
2002-2003 40% 60% 
Surat Keputusan Menteri Ri Nomor 
47/KM. 07/2002 tanggal Februari 2002 
tentang Cara Penyaluran Dana Otonomi 
Khusus Provinsi Papua 
2004-2006 60% 40% 
Perda Nomor 2 tahun 2004 tentang 
pembagian pemerintahan dalam rangka 
otonomi khusus 
2007-2012 60% 40% 
Perdasus Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
pembagian dan pengelolaan penerimaan 
dalam rangka pelaksanaan otonomi 
khusus Papua 
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2009-2011 70% 30% 
Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat 
No. 41 Tahun 2009 
2013 60% 40% 
Perdasus Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
pembagian dan pengelolaan penerimaan 
dalam rangka pelaksanaan otonomi 
khusus Papua 
2014 80% 20% 
Perdasus Nomor 25 Tahun 2013 tentang 
pembagian penerimaan dan pengelolaan 
keuangan dana otsus, pembagian, 
pengalokasian dan penyaluran dana otsus 
serta pembiayaan untuk program strategis 
lintas Kabupaten/Kota. 
Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Papua. 
Sementara untuk Provinsi Papua Barat, kabupaten/kota mendapat proporsi, Tahun 2014 
 
Berdasarkan data di atas, menunjukan bahwa pemerintah Provinsi Papua dan 
Provinsi Papua Barat, untuk semangat menjalankan daripada implementasi dana otonomi 
khusus, makan pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat sudah menentukan porsi 
masing-masing Provinsi mamupun Kabupaten/Kota dan menjalankan implementasinya 
selama 11 tengah tahun berjalan. Sehingga pada tahun 2002-2003 pemerintah menetapkan 
porsi untuk Kabupaten/Kota 40% dan porsi untuk Provinsi 60%. Tapi pada tahun 2004-
2013 terjadi perubahan, sehingga porsi untuk Kabupaten/Kota 60% dan porsi untuk 
Provinsi 40%. 
Sedangkan, pemerintah Provinsi Papua Barat, pada tahun 2009-2011 porsi untuk 
Kabupaten/Kota 70% dan porsi untuk Provinsi 30% dan berlanjut hingga 2013. Masing-
masing berdasarkan dasar hukum yang ada. Lalu kemudian pemerintah Provinsi Papua 
gubernur baru terpilih Lukas Enembe, mengambil suatu kebijakan kemudian terjadi 
perubahan porsinya. Porsi untuk Kabupaten/Kota 80% dan porsi untuk Provinsi 20%. 
Perubahan tersebut, sudah berlaku atau dilaksanakan di tahun 2014 lalu. 
Sementara untuk Provinsi Papua Barat, Kabupaten/Kota mendapat proporsi alokasi 
yang lebih tinggi daripada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Pembagian dana otonomi 
khusus di Provinsi Papua Barat adalah 70% untuk Provinsi dan 30% untuk Pemerintah 
Kabupaten/Kota. Pembagian ini merujuk pada Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat 
Nomor 41 Tahun 2009. 
Perimbangan alokasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sejauh ini oleh berbagai 
pihak masih dirasakan kurang ideal mengingat jumlah 60% dana otonomi khusus tersebut 
dialokasikan kepada Kabupaten/Kota, alokasi yang diterima oleh Kabupaten/Kota dianggap 
ideal. Ditambah lagi, tidak ada dasar pertimbangan yang jelas dalam penetapan proporsi 
tersebut. Meski otonomi khusus merupakan otonomi bagi Provinsi, namun jelas sasarannya 
tersebar diberbagai Kabupaten/Kota. Untuk itu muncul beragam pendapat tentang 
perimbangan dana otonomi khusus antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagian pihak 
menghendaki pembagian 80% untuk Kabupaten/Kota dan 20% untuk Provinsi, sebagian 
lagi agar pengelolaannya seluruhnya diserahkan kepada Kabupaten/Kota. 
Secara garis besar penggunaan dana otonomi khusus digunakan untuk 
pembangunan di Provinsi Papua dan disalurkan ke Kabupaten/Kota. Dana yang disalurkan 
ke Kabupaten/Kota diantaranya berupa dana segar (fresh money) yang penggunaannya 
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diserahkan sepenuhnya ke Kabupaten/Kota untuk mendanai kegiatan sesuai dengan 
kebutuhan daerah. Ada catatan khusus terkait dengan dana segar tersebut. Dari berbagai 
contoh penggunaan dana segar, tampak bahwa penggunaan dana segar ini yang semestinya 
diperuntukkan bagi program-program strategis dengan prioritas pada sektor pendidikan, 
kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan infrastruktur, dijumpai alokasi yang tidak 
sesuai dengan prioritas tersebut. Misalnya dijumpai penggunaan dana segar untuk proyek 
pembuatan rumah dinas camat di salah satu Kabupaten atau pembangunan kantor badan 
pemerintahan. 
Proporsi dana otonomi khusus dalam APBD, pada level Provinsi terdapat proporsi 
yang cukup besar. Nilai total penerimaan dana Otonomi Khusus Pemerintah Provinsi Papua 
dan Papua Barat sampai tahun 2010 sebesar Rp. 28.842.036.297.420, jika dibandingkan 
dengan APBD masing-masing pemerintah Provinsi dari Tahun Anggaran 2002-2010 
mencapai 63, 20% dari nilai APBD sebesar Rp. 45.639.072.604.954. Sedangkan total 
penerimaan dana Otonomi Khusus pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Papua dan 
Papua Barat jika dibandingkan dengan keseluruhan penerimaan APBD rata-rata hanya 
mencapai 10, 20% dari nilai APBD. 
Proporsi yang relatif kecil ini mengakibatkan terbatasnya pengalokasian untuk 
pendidikan, kesehatan, pemberdayan ekonomi rakyat, infrastruktur, dibandingkan dengan 
ketersediaan dana otonomi khusus pada Kabupaten/Kota. Perimbangan yang kurang 
berimbang antara Provinsi dan Kabupaten/Kota ini mengindikasikan perlunya perbaikan 
dalam mekanisme perimbangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Memang otonomi 
khusus menitikberatkan pada otonomi di level Provinsi. Namun mengingat pelayanan 
kepada masyarakat dan dampaknya sesungguhnya lebih banyak berada di level 
Kabupaten/Kota, perlu dukungan dana yang lebih pada Kabupaten/Kota. 
Selama ini juga tidak ada mekanisme yang ideal untuk pengalokasian dana otonomi 
khusus untuk Kabupaten/Kota. Pembagian di antara Kabupaten/Kota diharuskan 
memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah tertinggal. Namun demikian untuk 
alokasi pada tiap-tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Papua belum didasari oleh pertimbangan 
secara komprehensif. Sejauh ini yang ada baru bersifat rancangan peraturan daerah dengan 
mempertimbangkan diantaranya luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi geografis dan 
tingkat kesulitan wilayah, pendapatan asli daerah, pemerimaan pajak bumi dan bangunan, 
produk domestik regional bruto. 
Sementara di Provinsi Papua Barat, alokasi kepada Kabupaten/Kota dilakukan 
dengan mempertimbangkan dimensi keadilan yang mencakup luas wilayah (bobot 20%), 
jumlah penduduk (bobot 15%), Indeks Kemahalan Konstruksi/IKK (bobot 20%), dan 
jumlah Orang Asli Papua (bobot 45%). Namun terdapat indikasi bahwa kriteria ini 
sesungguhnya tidak diterapkan dalam pengalokasian dana otonomi khusus bagi 
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat. Pembagian alokasi pada Kabupaten/Kota kurang 
tidak diikuti dengan target-target pencapaian. Di samping itu tidak ada mekanisme yang 
jelas terkait dengan mekanisme penyerahan urusan dalam rangka otonomi khusus kepada 
Kabupaten/Kota. Hal ini berimbas pada pengelolaan keuangan, dimana terkesan 
pengalokasian dan kepada Kabupaten/Kota semata-mata merupakan hibah dari Provinsi 
kepada Kabupaten/Kota. 
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Tabel 3. Pembagian dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun 2015 
No Uraian Jumlah 
1 Dana Otonomi Khusus 2015 Rp. 4. 940. 429. 880. 000. 00 
2 PROSPEK Rp.     515. 596. 975. 000. 00 
3 Kartu Papua Sehat (KPS) Rp.     250. 000. 000. 000. 00 
4 Gerbangmas  Rp.     250. 000. 000. 000. 00 
5 Perumahan Rakyat Rp.       63. 359. 320. 000. 00 
6 Bagian yang dibagi Provinsi+ Rp. 3. 861. 473. 585. 000. 00 
7 Provinsi 20% Rp.     772. 294. 717. 000. 00 
8 Kabupaten/Kota 80% Rp. 3. 089. 178. 868. 000. 00 
Sumber: BPKAD Provinsi Papua Tahun 2015 
 
Kebijakan pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, implementasinya mulai 
dari 1 Januari 2002, kemudian dana tambahan infrastruktur mulai menerima tahun 2006, 
serta Provinsi Papua Barat mulai menerima dana otonomi khusus maupun dana tambahan 
infrastruktur pada tahun 2008, sebelum pemekaran menjadi Provinsi Papua Barat masih 
bergabung dengan Provinsi Papua. Kabupaten Mimika menerima dan mengelola dana 
otonomi khusus Papua pada tahun 2002 sudah mulai menerima dana otonomi khusus 
tersebut sampai dengan saat ini. Pemerintah daerah Kabupaten Mimika menerima dana 
otonomi khusus Papua mulai dari tahun 2002-2016. Rinciannya dapat terlihat di dalam 
tabel 4. di bawah ini. 
 
Tabel. 4. Pembagian Dana Otsus untuk Kabupaten Mimika Tahun 2002-2016 
No Tahun Jumlah Alokasi Dana Otonomi Khusus (Rp) 
1 2002 Rp.   25. 562. 455. 000; 
2 2003 Rp.   37. 051. 774. 200; 
3 2004 Rp.   37. 191. 760. 000; 
4 2005 Rp.   28. 600. 000. 000; 
5 2006 Rp.   55. 768. 530. 000; 
6 2007 Rp.   58. 530. 964. 000; 
7 2008 Rp.   62. 265. 919. 000; 
8 2009 Rp.   53. 917. 773. 000; 
9 2010 Rp.   53. 917. 773. 000; 
10 2011 Rp.   59. 162. 207. 000; 
11 2012 Rp.   73. 971. 427. 000; 
12 2013 Rp.   73. 971. 427. 000; 
13 2014 Rp. 100. 956. 195. 000; 
14 2015 Rp. 100. 956. 195. 000; 
15 2016 Rp. 100. 956. 195. 000; 
 Jumlah  Rp. 922. 780. 594. 000; 
Sumber: BPKAD Provinsi Papua Tahun 2016 
 
Berdasarkan data tentang pembagian dana otonomi khusus di atas, Kabupaten 
Mimika mulai menerima dana otonomi khusus sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini, 
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pemerintah Provinsi Papua telah mengalokasikan untuk Kabupaten Mimika terus 
meningkat, meskipun sedikit terjadi fluktuasi. Dari tahun 2002 sampai dengan saat ini 
pembagian dana otonomi khusus untuk Kabupaten Mimika dengan nilai terendah mencapai 
sebesar Rp. 25. 562. 455. 000; dari tahun 2002. Sedangkan nilai tertinggi mencapai sebesar 
Rp. 100. 956. 195. 000; berturut-turut dari dari tahun 2014-2016. 
Berkaitan dengan pengelolaan dana otonomi khusus mulai dari dana Program 
Nasional Pemberdayaan Mmasyarakat (PNPM) Mandiri-Rencana Strategis Pembangunan 
Kampung (RESPEK), Program Strategis Pembangunan Kampung (PROSPEK), Dana Desa 
(DD), Anggaran Dana Desa (ADD), maupun dana Stimulan (dana Ombas). Semua ini 
diakomodir oleh bagian pemerintahan kampung. 
Dengan demikian yang menjadi program kerja prioritas bagian pemerintahan 
kampung di Kabupaten Mimika antara lain adalah: 
a. Mewujudkan peningkatan kemampuan dan keterampilan aparat Kampung, Badan 
Musyawarah Kampung (Bamuskam) melalui, sosialisasi perundang-undangan yang 
baru tentang Desa/Kampung, bimbingan teknik (Bimtek) dan pendampingan, 
pelatihan-pelatihan, dan reorientasi atau study banding; 
b. Menyiapkan sarana dan prasarana berupa pembangunan balai Kampung lengkap 
dengan meubel air, merehap balai Kampung yang rusak berat; 
c. Menyiapkan produk hukum seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati 
(Perbup) dan SK Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan 
Kampung; 
d. Penyelesaian tapal batas wilayah administrasi Kampung; 
e. Pengelolaan dan pendataan data base Kampung; 
f. Mendorong pemanfataan dana Kampung untuk peningkatan ekonomi kerakyatan, 
pendidikan dan kesehatan; dan 
g. Meningkatkan kinerja pmerintahan di tingkat bawah (ketua Rukun Tetangga) tertib 
administrasi lingkungan, kependudukan, batas-batas Rukun Tetangga (RT) serta 
memberikan nsentif/honor kepada ketu-ketua RT. 
 
Kebijakan Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK) 
Sejak Gubernur Barnabas Suebu menjadi gubernur, pemerintah Provinsi 
menekankan pada pembangunan berbasis kampung (RESPEK). Dalam program RESPEK 
ini pemerintah Provinsi menekankan pada tiga isu penting dalam pembangunan, yaitu 
keberpihakan, pemberdayaan dan kemandirian. Pertama, keberpihakan dikarenakan orang 
asli Papua tidak memang bersaing secara terbuka dengan orang non Papua atau pendatang, 
karena kualitas sumber daya manusia orang asli Papua yang masih rendah. Keberpihakan 
ini ditandai dengan pemberian block grant senilai 100 juta ke setiap kampung. Penggunaan 
uang tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yaitu harus ada perencanaan, 
pelaksanaan, pelaporan sebagai pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut (Widjojo, 
2009: 127-128). 
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Gambar: 1 Sumber dana RESPEK 
 
Implementasi kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua melalui Rencana Strategis 
Pembangunan Kampung (RESPEK), mengalokasikan dana Rp. 200,000.000; untuk satu 
desa atau satu kampung dalam satu tahun. Perinciannya Rp. 100, 000.000; dari pemerintah 
daerah Provinsi dan Rp. 100,000.000; dari pemerintah daerah Kabupaten, sehingga dalam 
satu tahun pemerintah kampung mengelola dana Rp. 200, 000.000; (dua ratus juta rupiah). 
Sedangkan implementasi kebijakan otonomi khusus melalui Program Strategis 
Pembangunan Kampung (PROSPEK) atau lebih dikenal dengan Dana Desa (DD), 
Anggaran Dana Desa (ADD) dan dana Stimulan satu kampung mengelola 1 miliar sampai 
dengan 1 miliar lebih dalam satu tahun. 
Sumber penyaluran dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK), 
100. 000.000; dari pemerintah Provinsi, 100. 000. 000; dari pemerintah Kabupaten dan 100. 
000. 000; lagi dari Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) 
khusus untuk Kabupaten Mimika, sehingga Kabupaten Mimika kelola 300. 000. 000 
perkampung. 
 
Bagan. 2 Sumber Penyaluran Dana RESPEK. 
 
Berdasarkan bagan. 2 di atas menjelaskan mengenai jalur atau sumber penyaluran 
dana otonomi khusus melalui Rencana Strategis Pembangunan Kampung. Dana tersebut di 
cairkan dari pemerintah daerah Provinsi memberikan atau menyumbangkan Rp. 
100.000.000; dari pemerintah daerah Kabupaten Rp. 100.000.000; sehingga total dana 
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menjadi 200.000.000;. Dalam satu tahun untuk perkampung mendapatkan uang Rp. 
200.000.000; dalam rangka untuk pembangunan Kampung. 
Rencana Strategis Pembangunan Kampung memang memiliki orientasi untuk 
memberdaya-kan masyarakat Papua yang tinggal di kampung, namun pelaksanaannya 
belum menyentuh aspek pemberdayaan yang menjadi tujuan utama program tersebut. Hal 
ini disebabkan (1) sebagian dana RESPEK telah dicairkan oleh pemerintah Provinsi ke 
seluruh kampung sebanyak dua kali (2007 & 2008), namun masyarakat kampung belum 
memiliki rencana pembangunan dari pengalokasian dana RESPEK tersebut. (2) RESPEK 
diharapkan dapat mendorong masyarakat dalam mengembangkan perekonomiannya, 
namun kecenderung-annya dana RESPEK digunakan untuk pembangunan infrastruktur 
fisik, bahkan ada yang hanya dibagi-bagikan saja. 
Program RESPEK pada kenyataannya bersifat top down dalam rangka 
pemberdayaan masyarakat. Dana RESPEK untuk saat ini tidak hanya berasal dari 
pemerintah Provinsi saja, misalnya kampung-kampung yang ada di Mimika. Saat ini setiap 
kampung yang ada di Mimika, selain menrima dana RESPEK sebesar 100 juta, juga 
menerima 100 juta dari pemerintah Kabupaten dan 100 juta lagi dari dana bantuan 
pembangunan dari Freeport. Jadi total dana yang mereka terima sebanyak Rp 300 juta. 
Namun hingga saat ini belum ada pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-
masing kampung. Dan yang paling disayangkan sejak cairnya dana RESPEK tahun 2007, 
pendampingan baru akan diterjunkan kira-kira bulan Oktober 2008 itu (Widjojo, 2009: 
128). 
Terdapat enam program pokok dalam program RESPEK yaitu gizi dan makanan, 
kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan pemerintahan kampung. Namun karena 
tidak mengertinya masyarakat dan belum adanya pendampingan dalam perencanaan dan 
pembangunan dana tersebut, maka yang dilakukan oleh masyarakat kampung adalah 
membangun infrastruktur, karena dianggap paling mudah, sehingga pemberdayaan 
masyarakat belum tercapai. Hal ini dikarenakan pertama, masyarakat kampung belum 
mampu untuk merencanakan penggunaan dana RESPEK tersebut. Kedua, fasilisator tidak 
memahami persoalan yang dihadapi oleh kampung-kampung yang ada di Papua. Ketiga, 
pendamping sangat urgen dalam membantu masyarakat dalam perencanaan dan 
pelaksanaan RESPEK belum memadai. Hal ini mengakibatkan RESPEK belum dapat 
berjalan optimal, padahal dalam tataran konsep sudah sangat baik, namun dalam 
implementasi bermasalah. 
Tenaga pendamping adalah vital dalam program RESPEK atau program apapun 
yang dikembangkan dikampung-kampung. Tenaga pendamping ini berguna untuk 
membantu masyarakat di kampung untuk membuat perencanaan pembangunan di 
kampungnya masing-masing. Biasanya warga kampung mengetahui apa yang dibutuhkan 
tetapi tidak memiliki kemampuan menyusun perencanaan, mengelola dana, dan 
mempertanggung jawabkan dana yang diterimanya. Pelaksanaan program pemberdayaan 
masyarakat kampung dan pertanggung jawaban keuangannya sangat rawan konflik antar 
warga yang terlibat. Oleh karena itu, peran pendamping dan pejabat di tingkat kampung dan 
kecamatan sangatlah menentukan. Dengan keterlambatan penyediaan para pendamping, 
dapat dibayangkan kemungkinan kegagalannya (Widjojo, 2009: 129). 
Patut diakui bahwa pengembangan infrastruktur dan pengembangan ekonomi 
kerakyatan adalah bagian tersulit dan membutuhkan jangka waktu yang sangat panjang. 
Untuk infrastruktur dibutuhkan dana yang sangat besar untuk melawan kendala geografis 
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dan keterpencilan. Untuk pengembangan ekonomi kerakyatan pemerintah berhadapan 
orientasi ekonomi masyarakat asli Papua yang sebagian besar masih subsisten. Adalah 
pekerjaan besar untuk mendorong suatu transformasi sosial ekonomi dari yang subsisten 
menjadi ekonomi pasar modern yang memper-hitungkan pasar dan surplus untuk 
memenuhi kebutuhan hidup yang lain seperti pendidikan dan kesehatan ataupun kebutuhan 
lainnya yang tidak dihasilkan sendiri. 
Dalam hal pengembangan ekonomi kerakyatan, pemerintah Provinsi memang 
memperkenalkan Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK) untuk mengem-
bangkan perekonomian kampung secara mandiri. Yang menonjol dari RESPEK adalah janji 
bantuan dana sebanyak RP 100 juta untuk setiap kampung. Masih menjadi teka-teki, 
bagaimana desain penggunaan dana tersebut dibuat dan bagaimana pengawasan dilakukan 
agar dana tersebut memiliki efek perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat dan berkesinam-
bungan. Tanpa itu, selama ini program RESPEK menjadi program instan, tidak menampak-
kan perencanaan yang matang dan proses yang sungguh-sungguh dikembangkan ditingkat 
kampung. 
Peneliti menginterpretasikan dan menghubungkan atau mencocokan antara hasil 
penelitian dengan teori yang digunakan bahwa model implementasi kebijakan yang diguna-
kan  menurut George C. Edwards, ada empat model yakni komunikasi, sumber daya, 
disposi-si atau sikap kecenderungan dan struktur birokrasi, jika dikaitkan dengan hasil 
penelitiannya bahwa dalam implementasi kebijakan otonomi khusus Papua terutama 
berkaitan dengan pengelolaan dana RESPEK, PROSPEK, Dana Desa dan program-
program yang lain sangat membutuhkan sumber daya dan juga komunikasi, saling 
koordinasi, mengontrol, pengawasan dan juga keterbukaan serta keterlibatan di dalam 
membuat program di dalam pembangunan kampung. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber mengatakan berkaitan 
dengan sumber daya terutama sumber daya manusia sangat minim, sehingga sangat sulit 
untuk membuat program dan mengelola dana desa yang demikian besar nilainya 1 miliar 
sampai dengan 1 miliar lebih yang dikelola perkampung dalam satu tahun. Karena pendidi-
kan mereka rendah rata-rata putus sekolah dan juga tidak pernah sekolah, tetapi bisa 
menjadi kepala kampung maupun aparat kampung. Padahal Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa mengamanatkan bahwa yang menjadi kepala 
kampung adalah bagi mereka yang berijazah SLTP dan sekretaris kampung/desa beriajazah 
SLTA, tetapi karena SDM-nya sangat kurang sehingga terpaksa yang putus sekolah 
maupun belum pernah sekolah di angkat menjadi kepala kampung/desa dan aparat 
kampung. Inilah yang menjadi dilemma bagi kami dan kesulitan untuk mengatur kepala 
kampung/desa beserta aparatnya.  
Di dalam wawancara ada yang mengatakan bahwa berkaitan dengan dana desa 
cukup besar yang di kelola di masyarakat kampung. Anggapan masyarakat bahwa dana itu 
di bagi-bagi saja, karena memang dana itu untuk masyarakat. Padahal pemerintah pusat dan 
juga pemerintah pemerintah daerah Provinsi maupun pemerintah daerah Kabupaten 
mengalokasikan dana tujuannya untuk memajukan dalam bidang ekonomi kerakyatan, 
kesehatan, pendidikan maupun infrastruktur pembangunan kampung, namun masyarakat 
tidak memahaminya, sehingga memahami dan menganggapnya dana itu di bagi-bagi saja, 
sifatnya konsumtif. 
Pemahaman-pemahaman dan pandangan-pandangan sempit masyarakat seperti ini 
bisa saja terjadi, karena kurangnya memberikan penjelasan-penjelasan, sosialisasi, 
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pelatihan, dan lain sebagainya dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Kemudian juga 
pemerintah daerah ketika membuat progam kerja belum pernah ada keterlibatan 
masyarakat, padahal jika dilihat dari di atas kertas dan juga pernyataan-pernyataan resmi 
dari pemerintah daerah sangat indah dan bagus hanya saja tidak pernah dilaksanakan sesuai 
dengan apa yang ditulis dan di katakan. Secara tertulis di dalam Peraturan Daerah Provinsi, 
Kabupaten/Kota dan peraturan-peraturan lainnya sudah munyusun secara rapi dan sangat 
indah tapi sangat sulit pula untuk mengikuti apa yang sudah ditulis atau sulit 
melaksanakannya. Inilah yang dialami pemerintah daerah Provinsi Papua. 
Selain itu pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di 
Papua kurangnya saling kerja sama, koordinasi, pengawasan, baik secara internal maupun 
secara eksternal jarang terjadi prakteknya meskipun secara tertulis sudah lengkap atau 
sudah ada. Dana yang demikian besar itu dialokasikan saja kepada pemerintahan kampung 
tanpa ada pengontrolan dan pengawasan secara signifikan, sehingga pemerintah kampung 
mau buat apa saja bebas. Para pendamping yang sengaja ditunjuk oleh gubernur Provinsi 
Papua juga tidak pernah mendampingi kepala kampung dan aparat kampung, sehingga 
berbagai macama persoalan kerap muncul di beberapa kampung. 
 
KESIMPULAN 
Implementasi kebijakan otonomi khusus (Otsus) di Provinsi Papua dalam kaitannya 
dengan pengalokasian dan pengelolaan dana otonomi khusus Papua. Oleh karena itu, 
sebagai wujud implementasi kebijakan otonomi khusus merupakan pemerintah daerah 
Provinsi dan Kabupaten/kota di Papua sudah membuat beberapa program dan menjalankan 
suatu program di antaranya adalah RESPEK, PROSPEK, Dana Desa, dana tambahan 
infrastruktur tuju-annya untuk membangun Kampung atau mensejahterakan masyarakat 
yang ada di Kampung dengan berfokus pada pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan 
dan juga infrastruktur. 
Implementasi kebijakan otsus melalui RESPEK, PROSPEK, dan Dana Desa. 
Implementasi kebijakan otonomi khusus (Otsus) sejak berlakunya 1 Januari 2002 hingga 
saat ini, pandangan atau sikap masyarakat asli Papua terhadap implementasi kebijakan 
Undang-Undang otonomi khusus Papua, tidak menerima seutuhnya atau berbeda 
pandangan dan sikap terhadap implementasi otsus tersebut, sehingga ada kelompok 
masyarakat yang berpandangan positif, negatif dan netral yang akibatnya kerap mucul 
berbagai permasalahan. Berbeda pandangan atau persepsi masyarakat terhadap 
implementasi pengelolaan dana otonomi khusus pun juga acap kali menimbulkan 
permasalahan-permasalahan dilapangan. Setiap tahun Pemerintah Pusat mengalokasikan 
dana otonomi khusus yang cukup besar nilainya. Namun masyarakat asli Papua sebagian 
besar yang mengakui bahwa dirinya belum menikmati atau belum menyentu masyarakat 
kecil atau masyarakat tingkat bawah, sehingga selalu mengatakan bahwa tidak puas akan 
hasil imple-menttasi otonomi khusus itu sendiri. Ada masyarakat juga yang menganggap 
bahwa dana-dana itu merupakan dana untuk yang ada di Kampung. Oleh karena itu, dana 
tersebut dibagikan kepada masyarakat saja. 
Sejak lahirnya Undang-undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi 
Provinsi Papua, terutama berkaitan dengan pengalokasian dana dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah Provinsi Papua. Pengalokasian dana mulai dari tahun 2002 
sampai dengan tahun 2017, cukup besar triliunan jumlahnya. Namun, pengelolaan dana ini 
belum begitu sasaran kepada masyarakat. Proses pengalokasian dana otsus pemerintah 
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pusat mentransfer ke pemerintah Provinsi Papua kemudian Badan Pengelola Keuangan dan 
Aset Daerh (BPKAD) dari Provinsi mengalokasikan ke Kabupaten/Kota masing-masing 
melalui BPKAD Kabupaten/ Kota masing-masing dan di kelola oleh Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Kampung (BPMK). 
Berdasarkan pengakuan dari masyarakat asli Papua, bahwasannya meskipun sudah 
lama lahir Otonomi Khusus tapi sampai saat ini belum ada perubahan yang signifikan atau 
masyarakat asli Papua belum menikmati hasilnya. Meskipun ada program Rencana 
Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK). Program ini merupakan kebijakan dari 
Gubernur Provinsi Papua, yang mengalokasikan dana otonomi khusus untuk satu Kampung 
alokasikan 100 juta pertahun. Pengalokasian dana Respek perkampung mendapatkan 200 
juta pertahun, masing-masing 100 juta dari Provinsi dan 100 juta dari Kabupaten. 
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